ABSTRAK

Surat putusan pemidanaan salah satunya putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp,
yang hanya tersirat uraian unsur dan kualifikasi delik sebagaimana diatur dalam Pasal
197 ayat (1) huruf h KUHAP, sedangkan apabila tidak dipenuhi huruf h pasal tersebut
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apakah pertimbangan putusan Nomor
295/Pid.B/2011/PN.Smp yang didalamnya tidak terdapat ratio decidendi secara
tersurat terkait unsur dan kualifikasi delik (tindak pidana) bertentangan dengan Pasal
197 ayat (1) huruf h KUHAP? dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap
putusan pemidanaan yang tidak memuat unsur pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP?

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian doktrinal dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual,
dengan sumber bahan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian
ini, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan berfikir secara deduktif.

Uraian unsur dan kualifikasi delik pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum
menjadi syarat mutlak dalam putusan pemidanaan, karena pertimbangan unsur dan
kualifikasi delik menjadi penentu seorang terdakwa dikatakan bersalah melakukan
tindak pidana. Uraian unsur dan kualifikasi delik merupakan salah satu pertimbangan
yuridis atau ratio decidendi dalam putusan pemidanan yang sangat berpengaruh
terhadap amar putusan. Putusan Nomor 295/Pid.B/2011/PN.Smp telah nyata
menunjukkan kekhilafan dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP
karena tidak mencantumkan uraian unsur dan kualifikasi delik secara tersurat. Upaya
hukum yang dapat dilakukan atas putusan tersebut yaitu upaya hukum luar biasa yakni
Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang
nyata dalam putusan.
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ABSTRACT

One of the verdicts is the decision Number 295 / Pid.B / 2011 / PN.Smp, which is only
implied by the description of elements and qualifications for offenses as stipulated in
Article 197 paragraph (1) letter h criminal procedure code, if the h letter is not fulfilled
intentionally could make the verdict null and void. Is the consideration of decision
Number 295 / Pid.B / 2011 / PN.Smp in which there is no explicit decidendi ratio
related to elements and offense qualifications (criminal acts) incompaitable with
Article 197 paragraph (1) letter h criminal procedure code? and what legal remedies
can be made against the sentencing decision that does not contain elements of article
197 paragraph (1) letter h of the Criminal Procedure Code?

The method of this research is doctrinal method with the approach of legislation, case
approach and conceptual approach, with sources of legal material that are in line with
the formulation of the problem in this study, then it is analyzed perceptively and
deductively.

The elemental description and offense qualification of the article charged by the Public
Prosecutor is an absolute requirement in the conviction decision, because
consideration of the elements and qualifications of offenses determines a defendant is
said to be guilty of a criminal act. The elemental description and offense qualifications
are judicial judgments or ratio decidendi in the conviction decision which greatly
influence the decision. Decision Number 295/ Pid.B /2011 / PN.Smp has clearly shown
an error and is contradictory to Article 197 paragraph (1) letter h criminal procedure
code because it does not include explicit description of elements and qualifications for
offenses. In other hand, the effort of law that must be done for that verdict which has
been inclined is judicial review by announcing there is a mistake in the verdict.
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